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ABSCTRACT 
 
 

The Village Fund budget provided by the central government to villages, 

which is quite large and increases every year, is apparently not in line with good 

Village Fund budget management. This is proven by the discovery of fraudulent 

acts committed by village officials in managing the Village Fund budget. This 

research aims to look at the role of Nukilan values as Sundanese local wisdom in 

managing the Village Fund budget as well as to reduce the risk of fraud at each 

stage of Village Fund budget management in Talaga village, Caringin District, 

Sukabumi Regency, West Java.  

This research uses qualitative methods with a realist ethnographic approach. 

The data source for this research is primary data in the form of direct interviews 

with informants, and uses secondary data. The data collection methods used were 

observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the 

1980 Spradley model and ethnographic analysis, with data validity testing using 

triangulation.  
The results of this research show that the management of the Village Fund 

budget in Talaga village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation 

Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and no potential 

fraud was found. Nukilan Sundanese values, recommendations for silih silih, silih 

jeung silih asuh, prohibitions ulah nyolok mata buncelik in the planning stage, 

recommendations for ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek, 

recommendations for cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok in the 

implementation stage and administration, and recommendations kudu nyanghulu 

ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea in the reporting and 

accountability stages of the Village Fund budget, become the basis for and 

strengthen village officials to carry out budget management in accordance with 

applicable regulations and can reduce the potential for fraud in the Village Fund 

budget will occur. 
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ABSTRAK 
 
 

Anggaran Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang 

cukup besar dan meningkat setiap tahunnya ternyata tidak sejalan dengan 

pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik. Terbukti dari ditemukannya tindak 

kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaan anggaran Dana 

Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran nilai Nukilan sebagai kearifan 

lokal Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga untuk mengurangi risiko 

kecurangan pada tiap tahapan pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga, 

Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi 

realis. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung 

dengan informannya, dan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan model spradley 1980 dan analisis etnografi, dengan uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran Dana Desa di desa 

Talaga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa dan tidak ditemukan potensi tindak kecurangan. Nilai-

nilai Nukilan Sunda anjuran kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh, larangan 

ulah nyolok mata buncelik dalam tahap perencanaan, anjuran ngeduk cikur kedah 

mitutur, nyokel jahe kedah micarek, anjuran cikaracak ninggang batu, laun-laun 

jadi legok dalam tahap pelaksanaan dan penatausahan, dan anjuran kudu nyanghulu 

ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea dalam tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran Dana Desa, menjadi dasar dan memperkuat 

perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan 

yang berlaku dan dapat mengurangi potensi tindak kecurangan anggaran Dana Desa 

yang akan terjadi. 
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi tingkah laku 

manusia dalam hidup bermasyarakat suatu bangsa. Perkembangan teknologi 

dapat mempengaruhi budaya (Ramadhani & Pangestu, 2022). Nilai-nilai 

luhur budaya sebagai kearifan lokal dapat diterapkan dalam berbagai aspek 

kehidupan termasuk dalam pengelolaan anggaran. Seperti nilai-nilai kearifan 

lokal kamalamputan 1
 diterima sebagai nilai kejujuran dan dapat 

diimplementasikan pada pengelolaan anggaran desa (Rayyani et al., 2022). 

Tetapi, nilai-nilai luhur budaya sebagai kearifan lokal yang seharusnya 

menjadi pegangan hidup pada masyarakat, sedikit demi sedikit telah digeser 

oleh perubahan gaya hidup dan budaya modern. Seperti masyarakat desa Rai-

Oi yang sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 

semboyan Â“Maja Labo DahuÂ” 2
 , seperti nilai kebersamaan, nilai 

kekeluargaan, dan nilai keagamaan yang sudah luntur dikalangan masyarakat, 

terutama dalam diri pribadi generasi muda (Anas, 2015). 

 

Pergeseran nilai-nilai kearifan lokal ini dapat mengakibatkan 

pelanggaran-pelanggaran norma kehidupan yang ada. Berkurang bahkan 

hilangnya nilai-nilai norma, empati, kejujuran, tanggung jawab dan gotong 

 

 
1 Kamalamputan adalah ungkapan yang berasal dari daerah Enrekang, Sulawesi Selatan yang 
berarti jujur atau kejujuran (Rayyani, et al., 2022).

  

2 Â“Maja Labo DahuÂ” berarti malu dan takut, yang berorientasi pada perdamaian dan 
kemanusiaan (Shoalihin, 2019).

 

 
 

 

1 



2 
 
 

 

royong dalam hidup bermasyarakat. Globalisasi dan modernisasi atau 

masuknya budaya barat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab 

turunnya moral bangsa Indonesia (Dr. Ujang Syarip Hidayat, 2019). 

 

Kearifan lokal merupakan salah satu kekayaan Indonesia sebagai 

kebiasaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang melekat pada daerah-

daerah dan tidak ternilai harganya. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai 

pandangan hidup juga ilmu pengetahuan serta perilaku yang sudah 

berlangsung secara turun temurun. Menurut Rahyono (2009), kearifan lokal 

dapat diartikan sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok 

etnik tertentu melalui pengalaman masyarakat. Kearifan lokal dapat 

disandingkan dengan aspek-aspek kehidupan, baik pendidikan, sosial 

maupun ekonomi. Seperti tujuan kurikulum pendidikan saat ini yaitu 

menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang religius, toleransi, gotong royong, 

cinta damai dan peduli lingkungan (Karimatus Saidah et al., 2020). Dalam 

aspek sosial ekonomi kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam 

pengelolaan anggaran juga membantu pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan keuangan suatu desa (Sujana, 2018; Ega et al., 2020; Wulandari 

& Hapsari, 2021; Rayyani et al., 2022). 

 

Indonesia memiliki beberapa wilayah adat atau lebih dikenal sebagai 

suku. Salah satu yang dimiliki Indonesia yaitu kearifan lokal suku Sunda. 

Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau 

Jawa Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan. Setiap suku mempunyai 

kekhasannya tersendiri, begitupun dengan suku Sunda. Sebagian besar 

wilayah sunda terdapat di Jawa Barat. Suku Sunda dikenal dengan 
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masyarakat yang tutur katanya lembut, sopan, santun dan memiliki kearifan 

lokal yang melegenda juga sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Nukilan merupakan salah satu kearifan lokal Sunda yang ada di Jawa Barat. 

 

Pada penelitian ini kearifan lokal Sunda yang akan diambil peneliti 

adalah Kutipan atau Nukilan. Nukilan bagi masyarakat Sunda merupakan 

kearifan lokal dalam bentuk larangan dan anjuran. Hasil Penelitian Sudjana 

 

& Hartati (2011) menyimpulkan bahwa terkumpul 139 Nukilan, diperoleh 92 

berupa anjuran dan 47 berupa larangan. Nukilan anjuran memiliki arti nasihat 

atau anjuran akan suatu perbuatan yang harus dilakukan, misalnya 

 

“Kudu sapapait samamanis, sabagja cilaka” yang memiliki makna anjuran 

untuk memelihara kebersamaan baik dalam keluarga ataupun dalam 

kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman dan 

tentram. Nukilan berupa larangan dalam masyarakat Sunda mempunyai 

makna nasihat dan saran dapat juga berupa larangan akan suatu hal, biasanya 

diawali dengan kata ulah, contohnya “Ulah nyieun pucuk ti girang” yang 

mempunyai arti “Jangan membuat pucuk dari hulu, Jangan mencari 

keributan” Nukilan ini berisikan pesan larangan bagi setiap orang agar jangan 

mencari permasalahan, mencari keributan. Hiduplah dalam damai dan 

ketentraman. 

 

Penelitian pengelolaan angggaran Dana Desa berbasis kearifan lokal 

ini, mencoba untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya 

meningkatkan kualitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran Dana 

Desa juga meminimalisir tindak kecurangan yang sering terjadi di desa. 

Kearifan lokal mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam 
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pengelolaan keuangan desa (Wulandari & Hapsari, 2021). Penarikan nilai-

nilai kearifan lokal Nukilan suku Sunda untuk diimplementasikan dengan 

pengelolaan anggaran Dana Desa dipandang sangat relevan. Hal ini 

dikarenakan nilai-nilai karakter suku Sunda mempunyai karakter yang baik 

dan kuat seperti nilai kasih sayang atau peduli pada masyarakat, berani, 

tanggung jawab, disiplin diri dan menghargai orang lain (Said et al., 2012). 

 

Nilai nilai ini masih menjadi nilai yang melekat dalam keseharian 

masyarakat Sunda sampai saat ini juga dapat dijadikan norma dalam hidup 

bermasyarakat, begitupun dengan desa Talaga. Salah satu yang dapat 

dirasakan yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong yang sangat dijaga 

dalam hidup bermasyarakat pada desa Talaga. Diantara kebiasaannya yaitu 

ketika salah satu warganya sedang mengalami duka karena ditinggal anggota 

keluarganya, kepala desa selalu melakukan takziah langsung ke rumah warga. 

Lalu kegiatan gotong royong seperti membersihkan dan memelihara saluran 

air sungai agar dapat digunakan warga untuk pengairan sawah. Nilai 

kekeluargaan dan gotong royong lainnya yaitu ketika kegiatan peringatan 

peringatan hari besar Islam dan pawai karnaval kenaikan kelas sekolah. 

Perencanaannya dilakukan musyawarah bersama dengan semua lapisan 

masyarakat, baik dari wali murid, guru, bahkan dari aparat desa selalu ikut 

serta dalam kegiatan tersebut. Semua warga berpartisipasi juga 

menyumbangkan sebagian uangnya agar acaranya dapat terlaksana dan 

berjalan dengan baik. 

 

Salah satu tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, memperkuat 
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masyarakat desa dan mendorong pembangunan infrastruktur desa yang 

berbasis pemerataan dan kearifan lokal (Kementerian Keuangan, 2020). 

Selain tujuan anggaran Dana Desa, pemerintah juga memberikan tanggung 

jawab kepada kepala daerah atau pejabat daerah untuk mensejahterakan 

rakyat yang di wilayahnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2014, menyatakan bahwa 

berdasarkan konsep otonomi desa, desa diberi kekuasaan untuk 

melaksanakan tugas pemerintahnnya secara mandiri. 

 
Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang 

mengarahkan dana ke Desa. Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak ada 

kesenjangan pembangunan di Desa dibandingkan di Kota. Faktanya dalam 

perekonomian desa banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana 

Desa. Banyak kepala desa mengalami korupsi Dana Desa (Wibisono, 2017). 

Roza & S Arliman, 2018 ; Dewi & Adi, 2019 dalam penelitiannya 

menyatakan pejabat pengelola keuangan desa yang seharusnya dipercaya 

karena berperan penting dalam pembangunan desa, justru melakukan 

tindakan korupsi terhadap perekonomian desa. Banyaknya kasus 

penyalahgunaan Dana Desa juga didukung dengan fenomena penerimaan 

Dana Desa yang cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. 

 
Setiap tahunnya Dana Desa mengalami peningkatan anggaran. Pada 

tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun dengan realisasi Rp 

59,76 triliun atau 99,6%. Tahun 2018, anggarannya dari Rp60 triliun, 

realisasi Dana Desa yang dibayarkan adalah Rp59,86 triliun atau 99,8%. Pada 

tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi Rp70 triliun dan realisasi 
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Dana Desa Rp69,81 triliun atau 99%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 

Rp71,19 triliun, sedangkan realisasi mencapai Rp59,12 triliun atau 83%. 

Tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp 72 triliun dengan realisasi Rp 71,85 

atau 99,80% (Kemeunkeu, 2022). 

 
Adanya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa, 

ternyata penggunaannya belum optimal. Masih banyak desa-desa tertinggal, 

rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung produktivitas 

pedesaan dan masih belum optimalnya peran lembaga desa dalam 

perencanaan dan pembangunan desa (Merdesa, 2017). Hasil pemantauan 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan korupsi tingkat desa 

meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 

terdapat total 17 kasus korupsi dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat 

menjadi 41 kasus. Pada 2017 naik menjadi 96 kasus. Jumlah kasus pada tahun 

2015–2017 sebanyak 154 kasus. Dari 154 kasus yang terpantau, rumah 

tangga desalah yang paling sering menjadi sasaran korupsi. Sebanyak 82 

persen kasus menjadikan rumah tangga desa sebagai sasaran. Sasaran korupsi 

dalam rumah tangga desa adalah alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kas 

desa dan lain-lain. Menurut sudut pandang lain, korupsi di desa menimbulkan 

kerugian besar bagi negara. Angkanya Rp 47,56 miliar. Angka tersebut 

mencapai Rp 9,12 miliar pada tahun 2015, Rp 8,33 miliar pada tahun 2016 

dan melonjak menjadi Rp 30,11 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2021 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa sebagian besar 

instansi penegak hukum menindak kasus korupsi di 
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sektor domestik Dana Desa, yakni hingga 154 kasus pada tahun 2021 dimana 

negara bisa dirugikan Rp 233 miliar (ICW, 2022). 

 

Pemerintah juga melakukan banyak upaya untuk mencegah dan 

mengatasi banyaknya fenomena yang terjadi pada satuan pemerintah desa. 

Salah satu contohnya adalah dengan dibuat undang-undang tentang desa juga 

pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditujukan agar pemerintah daerah 

atau desa dapat melakukan pengelolaan keuangan atau anggaran Dana Desa 

dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan kecurangan 

yang menimbulkan kerugian negara. Selain aturan perundang-undangan dan 

pedoman pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga mendirikan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, upaya-upaya yang dilakukan 

pemerintah dinilai belum cukup karena pemerintah dan masyarakat harus 

bekerja sama untuk memitigasi adanya tindak kecurangan. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah perluasan korupsi Dana Desa yaitu dengan 

pengawasan formal dan nonformal. Masyarakat memiliki peran yang sama 

pentingnya dalam mencegah terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dalam 

pengelolaan anggaran Dana Desa. Peran serta masyarakat adalah pengawasan 

yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya 

(ICW, 2017). 

 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan 

untuk mencegah dan mengurangi risiko kecurangan terhadap pengelolaan 

anggaran Dana Desa, seperti penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang ada 

pada tiap-tiap daerah, karena nilai-nilai kearifan lokal mempunyai nilai-nilai 

yang dapat membentuk karakter atau pola pikir masyarakat daerah sesuai 
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dengan norma yang berlaku. Dalam pemberantasan korupsi tidak cukup 

hanya dengan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kecurangan, 

namun terdapat hal yang lebih prinsip yaitu dengan memberikan pendidikan 

antri korupsi yang sebetulnya telah terdapat dalam kearifan lokal, tradisi-

tradisi budaya luhur nenek moyang bangsa Indonesia (Kemdikbud, 2020). 

 
Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK periode 2005-2010, 

menyatakan bahwa sulitnya upaya untuk mengakhiri korupsi dikarenakan 

masyarakat dan juga para pemimpin selalu tidak menghiraukan adanya nilai-

nilai kearifan lokal. Nurinten et al., (2018), menyatakan bahwa penguatan 

nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan pada anak usia dini pada kelas 

PAUD yaitu melalui stategi Dongkrak (Dongeng jeung Kaulinan Barudak) 

yang merupakan kearifan lokal suku Sunda dengan memfokuskan pada nilai 

kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana, menunjukkan 

hasil yang signifikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. 

 

Kurniawan Saputra et al., (2018) melakukan penelitian berkaitan 

dengan penerapan konsep tri hita karana sebagai kearifan lokal dalam 

pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana 

perspektif tri hita karana yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal 

Bali sebagai upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan Dana Desa. 

Hasil yang didapat yaitu bahwa kearifan lokal dapat memitigasi adanya 

tindak kecurangan pada pengelolaan Dana Desa. Penelitian Rayyani et al., 
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(2022) menemukan bahwa nilai kearifan lokal kamalamputan 3
 diterima 

sebagai nilai kejujuran kemudian direkonstruksi dalam aktivitas keseharian 

masyarakat Desa Lembang khususnya dalam mengelola keuangan desa. Ayu 

et al., (2017) mendapat hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan tidak 

terlepas dari kearifan lokal pade demen
4
 karena dapat dipertahankan dengan 

sosial yang terjalin sangat kuat. 

 
Ega et al., (2020) menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa sesuai 

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Hasil penelitian ditemukan tidak adanya potensi korupsi dikarenakan 

adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang 

dijiwai oleh warga desa Lerep sesuai dengan visi misi desa dan semangat 

gotong royong antar warga desa yang juga ikut berperan dalam menjiwai 

nilai-nilai anti korupsi. Wayan et al., (2022) dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa nilai kearifan lokal menyaba braya dan segilik seluluk 

selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya yang mendasari dalam 

pengelolaan keuangannya prajuru adat dan krama adat pada program iuran 

wajib upacara kematian (patus) juga dalam pengelolaan keuangan desa adat 

Penida Kaja. 

 

Peneliti memilih judul Analisis Nukilan Kearifan Sunda dalam 

Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin, 

karena Desa Talaga merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di mana nilai-nilai kearifan lokal Sunda 

 
 

3 Rayyani, Op.Cit., h.1
  

4 Pade demen merupakan kearifan lokal daerah Bali yang mempunyai makna untuk membangun 
keharmonisan dalam masyarakat (Ayu, et el., 2017).
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masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Peniliti juga 

ingin melakukan penelitian mendalam mengenai nilai-nilai Nukilan salah satu 

kearifan lokal Sunda dapat berperan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa 

yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. 

 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan 

 

Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten 

Sukabumi”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

“Bagaimana penerapan nilai-nilai Nukilan kearifan lokal suku Sunda dalam 

pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten 

Sukabumi?” 

 
1.3. Batasan Masalah 

 

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 
a. Kearifan lokal sunda yang diambil hanya Nukilan atau Kutipan 

 

b. Informasi yang disajikan yaitu : pengelolaan anggaran Dana Desa 

Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dan penerapan dari 

makna Nukilan sebagai kearifan lokal sunda. 
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c. Nukilan yang diambil hanya yang paling sesuai maknanya dengan 

variabel penelitian. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana makna 

Nukilan sebagai kearifan lokal sunda diterapkan oleh perangkat desa dalam 

mengelola anggaran Dana Desa Talaga. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya: 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai 

pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa pemerintah melalui 

perspektif nukilan Sunda. Dalam pengelolaan anggaran Dana Desa 

pentingnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pengawasan terhadap 

terlaksananya prinsip pengelolaan anggaran Dana Desa. 

 
2. Manfaat Praktis 

 

a. Manfaat bagi Desa Talaga 

 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  evaluasi 

 

dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga dapat menerapkan lebih 

lagi mengenai penerapan nilai-nilai kearifan lokal sunda dalam proses 

pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa 

 
b. Manfaat bagi Peneliti 

 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi  bahan 

 

penelitian selanjutnya dalam rangka penerapan nila-nilai kearifan 
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lokal yang masa modern tidak sedikit sudah terlupakan, juga untuk 

pengembangan ilmu khususnya dalam bidang akuntansi, serta 

menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan makna 

kearifan lokal sunda di pemerintahan daerah secara langsung dalam 

pengelolaan anggaran Dana Desa. 

 
c. Manfaat bagi penentu kebijakan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan kebijakan pemerintah dalam membuat program-program 

untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, khususnya pada tingkat 

desa yang berorientasi pada nilai-nilai budaya kearifan lokal. 



BAB V 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

 

1. Kearifan Lokal Sunda di Desa Talaga 

 
Desai    Talaga merupakani    salah satu desai    dengani    penduduknyai    hampir 

 

seratusi    perseini    pribumi asli suku Sunda. Meski    hampir seratusi    persein,i    desai 

 

talaga juga terdapat i    penduduki    yang datang dari luar desai    bahkan dari suku 

 

lain yang  berbeidai.  Para  pendatangi       hampir  seluruhnyai merasai       

nyaman 

 

tinggal di desai    Talaga. Sesuai    dengani    penuturani    abah haji selakui    salah satu 

 

tokoh masyarakat, beliau    menuturkani    bahwa desai    Talaga adalah desai    yang 

 

damai dan tentrami. Hamparan sawah dan perkeibunani    juga tanaman warga 

 

yang meimbuat desai    Talaga masih terasai    sejuki    meskipun    pinggir askesi    jalan 

 

sudah banyak toko-toko untuk berdagangi yang juga menjadi salah satu mata pencaharian 

warga desai. 

 
Penduduki      asli suku Sunda yang hampir seratusi      perseini      meinjadikan 

 

desai    Talaga masih meimegangi    teguhi    keiarifan lokal Sunda dalam kehidupan 

 

bermasyarakatnyai. Salah satunya sepeirti     nilai-nilai gotong royong, peduli 

 

sesamai     dan juga saling menghargai     antar masyarakat. Nilai-nilai itu salah 

 

satu yang menjadikan     masyarakat desai     Talaga hidup dengani     rukun tanpa 

 

adanya konflik yang berarti. Nilai-nilai ini sesuai      dengani      pedomani      suku 

 

Sunda yaitu harus meimpunyai pedomani hidup yaitu kudu silih asih, silih 

asah dan silih asuh yang meimpunyai makna saling menghargai sesama,i 

 

rukun dan mencintai sesama,i saling mengajari dan mengasihi (Nandy, 2021). 

 
 
 
 
 

 

58 
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Pemeirintah    desai    sebagai    pejabati    tertinggi    yang ada di desa,i    meimbuat 
 

program kerjai    yang sesuai    dengani    kebutuhani    masyarakat, juga berbasiskan 

 

kearifan   lokal. Bapak sekreitaris   desai   meinuturkan : 

 

“Neng,i     Desai     salawasna ngadameli     program-program anu dibutuhkeuni  
ku masyarakat, sareungi ogei pemeirintah desai nyelipkeuni nilai-nilai kearifan lokal 
Sunda di satiap kagiatan, conto kegiatan anu lami tos  
dilaksnakeuni nyaeita sapertosi kerjai bakti bebeirsih walungan anu caina 
dianggo irigasi sawah masarakat”. 

 

Penuturani     bapak seikretaris     desai     diatas menunjukani     bahwa desai     dan 

 

masyarakat meimpunyai hubungan yang baik, yaitu dengani masih 

 

meneirapkani     nilai-nilai lokal Sunda salah satunya adalah nilai-nilai gotong 

 

royong. Kearifan   lokal Sunda yang masih ada di desai   Talaga yaitu terceirmin 

 

juga dalam kegiatan peringatan hari-hari besari Islam, sepeirti peringatan tahun baru Islam, Maulid 

Nabi, Isra‟ Mi‟raj dan lainnya. Peimerintah desai 

 
dalam kegiatan    terseiibut selalui    berkontribusi    dan mendukungi    agar kegiatan 

 

tersbuti   dapat berjalani   dengani   baik. 

 

Desai Talaga meimpunyai kebiasaan atau tradisi-tradisi terseindiri 

 

dalam  meimperingati       hari-hari  besari       Islam  maupun  peringatan       hari-hari 

 

besari dalam budaya Sunda. Peringatan hari tahun baru Islam misalnya, kebiasaan yang 

dilakukan olehi masyarakat desai Talaga yaitu pada hari kei 

 
10 Muharam masyarakat desa i     juga perangkati     desai      mengadakani      kegiatan 

 

santunan anak yatim yang sering     disebuti     assuroan. Kegiatan     assuroan ini 

 

dilakukan olehi masyarakat desa,i tokoh agama, juga dari perangkati desai. 

Dana untuk santunan anak yatim ini dikumpulkan dari masyarakat yang 

 

meimpunyai rezeiki lebih untuk berinfak, juga sebagian diberikan dari dana kas Masjid Jami‟ 

yang ada di desai Talaga. 
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Kegiatan masyarakat desai Talaga lainnya yang sering dilaksanakan warga desai 

yaitu gotong rotong meimbersihkan dan meimeliharan aliran air sungai. Masyarakat desai 

yang meimpunyai sawah atau tanah pertanian 

 
lainnya menggunakani air sungai itu sebagaii sumbeir air untuk 

 

kebeirlangsungani       peirtaniannya.  Jadi,  masyarakat  me imanfa‟atkan  sumberi 

 

daya alam yang diberikan Tuhan untuk kebeirlangsungani mata 

 

pencahariannya. Sepeirti   penjeilasani   salah satu warga desai   Talaga yaitu : 

 

“Warga Talaga seueiueiri    namah tina tani wei   sareungi    ngulah, aya anu  
dagang oge,i tah upami anu gaduh sawah sareungi kulah sok rutin 
kerjai bakti ngaleureiiuskeuni susukan anu aya di hilir, ku sabab caina  
bakal dianggo kanggo sawah sareungi   lahan tani nu sanesna”i 

 

Bebeirapai tradisi dan kebiasaan warga desai Talaga yang sudah 

 

dijelaskani       diatas,  menceirminkan       perilaku       dan  tingkah  laku  warga  yang 

 

masih meimiliki nilai-nilai kearifan lokal yang tercantumi dalam nilai-nilai kearifan 

nukilan Sunda terdiri dari anjuran dan larangan. Salah satu 

 

contohnya yaitu anjuran kudu silih asih, silih asah dan silih asuh terceirmin 

dalam tradisini assuroan yang dilaksanan setiap tahun baru islam. Nilai 

 

saling mengasihi   ini merupakani   bekali   dan dasar dalam hidup bermasyarakati 

 

baik dalam kehidupan     antar masyarakat, juga antara peimerintah     desai     dan 

 

masyarakat. Peimerintah desai dapat melaksanakani program desai juga 

 

pengeilolaani      anggaran  Dana  Desai      sesuai      dengani       sebagaimana       mestinya, 

 

tanpa adanya keicurangan, karenai perangkati desai dan masyarakat saling mengasihi 

juga sama-sama bersinergi untuk peimbangunan desai. 

 

2. Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga 

 
Pengeilolaani        keuangani        desai        menuruti        Permeindagri        (2018)  adalah 

 

semuai    hak dan kewajiban    desai    yang dapat dinilai dengani    uang sertai    segalai 
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sesuatui    berupai    uang dan barang yang berhubungani    dengani    peilaksanaan hak 

 

dan kewajiban deisa. Pengeilolaani anggaran Dana Desai merupakani 

 

serangkaian tahapan yang dilakukan dari pereincanaai anggaran sampai 

 

dengani pertanggungjawabani anggaran yang sudah dilakukan kepadai 

 

peimerintah    daerahi    melalui    kecamatani. Begitupun    dengani    desai    Talaga, desai 

 

Talaga meimpunyai tahapan dalam pengeilolaani anggaran Dana Desai 

 

sebagai   berikut: 

 

1) Perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga 

 
Tahapan pertamai      dalam pengeilolaani      anggaran Dana Desai      di Desai 

 

Talaga yaitu pereincanaani anggaran. Tahap ini diawali dengani Musyawarah 

Dusun (MusDus). Musyawarah dusun ini dilakukan untuk meimbahas dan 

 

menampungi segalai aspirasi masyarakat setiap dusunnya yang terdiri dari daftar 

usulan setiap RT atau RW. 

 
Perwakilan    dari setiap    dusunnya akan mengusulkani    mengeinai    seimua 

 

hal yang dibutuhkan warga kepadai peimeirintah desai. Daftar usulan terseibuti 

meimuat peimbangunan fisik dan non fisik, baik di bidang peimbangunan, 

 
peimerintahan,    peimberdayaani    dan peimbinaan. Partisipasi masyarakat dalam 

 

penyusunani      dan  pereincanaani      ADD  dapat  meimberikan      program-program 

 

yang baik untuk desai juga mendukungi program yang sedangi dijalankan 

olehi desai. 

 

Seteilahi musyawarah dusun dilaksanakan, semuai usulan atau aspirasi 

masyarakat akan dirangkum untuk dibahas pada Musyawarah Desai 

 

(MusDes)i bersamai perangkati desa,i BPD dan perwakilan masyarakat yang terdiri dari 

tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan Kaderi. 
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Dalam MusDesi     itu juga akan dibentuki     tim 11 yaitu untuk skala prioritas 

 

peimbangunan di Desai Talaga terutamai di wilayah-wilayah hasil  pada 

 

MusDus. Hasil dari MusDesi     yaitu RKPDesi     (Rencanai     Kerjai    Pembangunani 

 

Desa)i. RKPDesi      digunakan sebagai      pedomani      untuk  menyusuni      Anggaran 

 

Pendapatani      dan Belanjai     Desai     (APBDes)i      untuk tahun berikutnya. Kepalai 

 

Desai akan meilakukan sosialisasi terleibih dahulu berkeiinaan dengani 

 

RAPBDesi   sebeilumi   APBDesi   ditetapkani. 

 

Ketatapani     APBDesi     berdasarkani     skala prioritas yang di desai     Talaga 

 

tetapi juga sesuai dengani visi dan misi desai Talaga. APB Desai Talaga meimuat 

anggaran untuk peimerintahan, peimbangunan, peimbinaan dan 

 
peimberdayaan,i       tetapii       di  desai       Talaga  juga  dianggarkan  untuk  dana  tak 

 

terdugai.  Anggaran  dana  tak  terdugai      ini  digunakan  untuk  kegiatan      yang 

 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang i    sepeirti    penanggulangani 

 

bencanai    alam, bencanai    sosial dan pengeiluarani    tidak terdugai    lainnya. Bapak 

 

Kepalai       Desai       menjeilaskani       bahwa  desai       wajib  menggangarkan i       dana  tak 

 

terdugai   yaitu : 

 

“Kenapai    desai    wajib mengganggarkani    dana tak terduga?i    Karenai    kita  

tidak tahu bahwa kejadian-kejadian     tidak terdugai     dalam satu tahun 

ini  sepeirti      bencanai       alam,  kerjadian       luar  biasa  juga  kejadian      tak  
terdugai    lainnya yang akan terjadi    di Deisa Talaga ini, jadi desai    wajib 

setiap   tahunnya menyiapkan   anggaran dana tak terdugai”. 

 

Penjeilasani     diatas menunjukani     bahwa peimerintahi     desai     Talaga sudah 

 

meneirapkani    juga meilaksanakan prinsip-prinsip dari pereincanaani    desa,i    yaitu 

 

dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentangi    Desa,i    bahwa Desai    harus 

 

melaksanakani sisteim pereincanaani peimbangunan seicara partisipatif. 



63 
 
 

 

Pernyataani     prinsip partisipasi terseibuti     dibuktikan dengani     hasil wawancara 

 

sebagai   berikut   : 

 

“..Alhamdulillah, di Desai Talaga dalam melakukani prosesi 

pereincanaani anggaran Dana Desai      selalui      melibatkan      masyarakat, 

aspirasi masyarakat yang disampaikan melaluii RT/RW nanti  
disampikan olehi     kepalai     dusun masing-masing, jadi pemeirintah     desai 

membuati program kegiatan yang beirsumberi dari aspirasi dan  
kebutuhani masyarakat. Penyampaian itu dilakukan pada kegiatan MusDus dan 
MusDesi yang ada di Desai Talaga…”. 

 

Pernyatani   Kepalai   Desai   diatas diperkuati   olehi   pernyataani   bapak Miftah 

 

selalui   masyarakat yang menyatakani   bahwa : 

 

“Muhun neng,i dina penyusunani anggaran desa,i pak kadesi ngalibatkeuni 

masyarakat wae,i badei ti tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK 

sareungi   Karang Taruna”. 
 

Adapun prosesi pereincanaani Anggaran Dana Desai Talaga dapat 

 

digambarkan sebagai   berikut: 

 

Gambar 5.1 Prosesi   Pereincaani   ADD Talaga  
 
 

 

Kepala Desa  
mengintrusikan kepala 

Dusun untuk 

mengadakan MusDus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ditetapkan dalam 

ketatapan untuk 

penyusunan APBDes 

 
 
 

 

Kepala Desa mengadakan 

MusDes, dihadiri oleh 

BPD, lembaga 

kemasyarakatan dan 

masyarakat. 
 
 
 
 
 
 

 

Dalam Musdes akan 

dibuat tim 11 dan tim 

perencanaan ADD 

menyampaikan rencana  
penggunaan ADD 
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Mekanismei prosesi pereincanaani ADD diatas merupakani upaya 

 

bertahapi       yang  meimberikan       keseiimpatan  atau  ruang  aspirasi  masyarakat 

 

sekaligus sebagai media peimbelajarani masyarakat terhadapi prinsip 

 

pengeilolaani   ADD dalam tahap pereincanaani. 

 

2) Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Talaga 

 
Tahapan  selanjutnyai        adalah  tahap  pelaksanaani        ADD.  Tahap  ini 

 

merupakani     tahapan realisasi    dari pereincanaani    anggaran yang sudah dibuat 

 

dan ditetapkani. Teitapi pada praktik tahapan pelaksanaani anggaran ini 

 

terdapati penyeisuaian nominal anggaran, juga kegiatan yang sudah 

 

tercantumi      di  RAPBDesi      dapat  diubah  sesuai      dengani      arahan  dan  aturan. 

 

Sepeirti   yang dikatakan bapak kelapai   desai   sebagai   berikut   : 

 

“..Jika  ada  kegiatan       yang  urgenti       sesuai       dengani       intruksi  ataupun  
peraturani itu bolehi diubah, tapi mungkin akhirnya ada kegiatan yang tidak 
bisa dilaksanakan atau mungkin ditunda dalam tahun anggaran  
berjalani…” 

 

Pelaksanaani      kegiatan      atau program yang sudah diteitapkan di Desai 

 

Talaga  juga  peimbiayaannya yang  bersumbeiri       dari  ADD sesuai       

dengani 

 

pengeilolaani     keuangani     desai      yang biasa disebuti     dengani     PPKD (Pelaksanai 

 

Pengeilolai     Keuangani     Desa)i. Lalu teknis     kegiatan     dilapangan dilaksanakan 

 

olehi    Tim Pelaksanai    Kegiatan    (TPK). Tim ini bertugasi    untuk meilaksanakan, 

 

mengawasi,       dan  meilaporkan  kegiatan.  Hal  ini  sesuai       dengani       apa  yang 

 

disampaikan olehi   bapa sekreirtaris   desai   : 

 

“..Nantinya pada pelaksanaani kegiatan itu akan dibentuki tim  
Pelaksanai Kegiatan (PK) ya, ada semacami PK, terdiri dari peirangkat desai ada, 
tokoh masyarakat, tokoh agama yang tadi dilibatkan,  
kemudiam PMD juga dilibatkan untuk pelaksanai kegiatan di wilayahnya masing-
masing...” 

 

Bapak kepalai   desai   menambahkani   : 
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“…Teknis    pelaksanai    kegiatan    di lapangan itu dibuatkan TPK dengani  
SK  kepalai       desa,i       nah  TPK  ini  membeiirdayakan  masyarakat  juga,  
biasanya dikoordinasi olehi kepalai dusun untuk wilayahnya masing-
masing...” 

 

Pelaksanaani    program atau kegiatan    desai    yang sudah dianggarkan dan 

 

disetujui   kepalai   desai   maka akan dibentuki   tim Pelaksanai   Kegiatan   (PK). Tim 

 

ini terdiri     dari perangkati     desa,i     PMD, tokoh agama dan masyarakat pada 

 

wilayahnya masing-masing. Penjeilasani diatas diperkuati olehi salah satu 

masyarakat yang meingatakan bahwa : 

 
“…Bapa mah reuseiupi     nengi     upami desai     tos ngajalankeuni     kagiatan-  

kagiatanna, masarakat tehi sok babarengani ngabantosan desa,i 

sareungi   panitiana teih aya ogei   ti masarakat…” 

 

Dari  penuturani      salah  satu  masyarakat  terseibuti      dapat  dikaji  bahwa 

 

dalam pelaksanaani kegiatan dan peimbangunan desai selalui melibatkan partisipasi 

masyarakat. Hal ini dapat meimberikan nilai positif antara 

 

masyarakat desai juga peimerintah desai. Kemudian nantinya bersamai-sama akan 

meimbuat peimbangunan desai yang terbaik sesuai deingan apa yang dibutuhkan 

masyarakat. 

 
Prosesi      pelaksanaani      ADD untuk melaksanakani      pencairan      anggaran, 

 

maka  kepalai desai meimpunyai  tugas dan  weweinangi       sebagai       Penguasai 

 

Penggunai     Anggaran (PPA). Pencairan     anggaran Dana Desai     yaitu meilalui 

 

bank yang sudah ditunjuk olehi     pemeirintah     dengani     spesimein kepalai     desai 

 

dan  kepalai      urusan  keuangani      atau  bendaharai      desai.  Seteiilah  diambil  olehi 

 

bendaharai desai seilanjutnya dilaksankan olehi tim Pelaksanai Pengeilolai 

 

Keuangani   Desai   (PPKD). 

 

Tim PPKD ini terdiri     dari 3 kepalai     urusan dan 3 seksi,     yaitu kepalai 

 

urusan keuangan,i kepalai urusan pereincanaani dan kepalai urusan 
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administrasi, seksi     pelayanan,i     seksi     peimerintahan     dan seksi     kesosi. Seteilahi 

 

melalui tahapan diatas, Dana Desai yang sudah dicairkan diatas akan 

 

langsung diserahkani    kei    tim pelaksanai    masing-masing kegiatan,    baik dalam 

 

peimbangunan fisik maupun non fisik. Hal ini sesuai      dengani      pernyataani 

 

bapak I selakui   kepalai   urusan keuangani   : 

 

“Untuk prosesi      pencairan      anggaran itu dimulai dana diambil olehi  
saya selakui    kepalai    urusan keuangani    dan bapak kepalai    desa,i    seteilahi  
itu melaluii    tim PKKD dan terakhir    akan diserahkani    langsung kei    tim  
TPK, nah anggaran yang diambil itu sesuai dengani kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam waktu terdeikati...” 

 

Adapun tahapan pelaksanaani    anggaran Dana Desai    dapat digambarkan 

 

sebagai   berikut   : 

 

Gambar 5.2 Tahapan Pelaksanaani   ADD Talaga  
 
 

 

Kegiatan/program 

disetujui oleh kepala 

desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala urusan keuangan 

menyerahkan anggaran 

kepada tim PPKD, 

kemudian tim PPKD 

menyerahkan ke Tim 

Pelaksana Kegiatan  
(TPK) 

 
 
 

 

Kegiatan dilaksanakan dan 

dikoordinasi oleh tim Pelaksana 

Pengelola Keuangan Desa (PPKD) 
 
 
 

 

Kepala desa dan PPKD 
membentuk Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK) 
 
 
 

 

Kepala desa sebagai 

Penguasa Pengguna 

Anggaran (PPA) 

mencairkan anggaran 

bersama dengan kepala  
urusan keuangan 
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3) Penatausahaan Anggaran Dana Desa Talaga 

 
Penatausahaani         merupakani         kegiatan         yang  dilakukan  oleih  kepalai 

 

urusan keuangani dengani mencatati setiap peneirimaan dan pengeiluarani 

 

dalam buku kas umum  (Undang-Undang Republik      Indonesia      Nomor 23 

 

Tahun 2014 Tentangi    Pemeirintah    Daerah,i    2014). Penatausahaani    ini menjadi 

 

bagian penting untuk pelaporani dan pertanggungjawabani anggaran. 

 

Pelaksanai   pada tahapan ini yaitu kepalai   urusan keuangani   desai. 

 

Kepalai urusan keuangani meilakukan pencatatani terhadapi seluruhi 

 

transaksi  yang  ada  berupa i       peneirimaan       dan  pengeiluarani.  Pencatatani       ini 

 

dilakukan seicara sisteimatis dan kronologis atas transaksi keuangani      desai 

 

yang  terjadi.  Penatausahaani      keuangani       desai       yang  dilakukan  olehi      kepalai 

 

urusan keuangani   berupai   catatan pada aplikasi softwarei   komputer,i   seteilahi   itu 

 

akan  diinput  kei      aplikasi  sisteim  keuangani      desai      (siskeudeis)i.  Penggunaani 

 

siteim aplikasi keuangani     desai     ini sesuai     dengani     pernyataani      bapak kepalai 

 

desai   yaitu : 

 

“…Sekarangi alhamdulillah lebih memudahkani kita nengi untuk  
penatausahaannya,i   karenai   desai   sudah menggunakani   siskeudeiusi   yaitu  
aplikasi sistemi      keuangani      desai      yang dibuat olehi      pemeirintah      pusat  
untuk penatausahaani   keuangani   desai…” 

 

Bapa kepalai   urusan keuangani   menambahkani   : 

 

“…Penatausahaani anggaran desai Talaga sudah menggunakani  
aplikasi siskeudeius,i    tapi meski    sudah menggunakani    aplikasi itu, saya 

tetapi   mencatatnyai   dalam format exeil,i   untuk apa? untuk memonitoring  
pemasukani    dan pengeiluarani    kalau ada bukti pendukungi    pengeiluarani  
yang belumi lengkap,i baru seteilahi seimuanya terpeinuhi baru saya input kei 
aplikasi itu.” 
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Kepalai      urusan keuangani      dalam penatausahaannya i      baik peneirimaan 

 

dan pengeiluarannyai   meimuat bebeirapai   buku kas yaitu : 

 

a. Buku Kas Umum 

 

b. Buku Pembantui   Bank 

 

c. Buku Pembantui   Tunai 

 

d. Buku Pembantui   Pajak 

 

e. Buku Pembantui   Panjar 

 
Kepalai            urusan   keiuangan   meilakukan   pencatatani            atas   seluruhi 

 

peneirimaan     dan pengeiluarani     dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat 

 

tunai  maupun  non  tunai.  Buku  pe imbantu  tunai  merupakani       buku  yang 

 

meimuat seluruhi transaksi tunai peinerimaan maupun pengeiluarani. 

 

Sedangkani transaksi peneirimaan dan pengeiluarani yang meilalui 

 

bank/transferi dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantui Pajak 

 

digunakan olehi     kepalai     urusan keuangani     untuk mencatati     peinerimaan     uang 

 

yang berasali dari pungutan pajak dan mencatati pengeiluarani berupai 

 

penyeitorani     pajak kei     kas Negarai. Buku peimbantu panjar meirupakan buku 

 

catatan yang berisi    mengeinai    dana yang akan ditarik tunai olehi    TPK. Buku 

 

ini juga meimuat catatan pengeiimbalian dana olehi     TPK jika ada sisa dana 

 

dari kegiatan   yang sudah dilakukan. Adapun prosesi   penatausahaani   anggaran 

 

Dana Desai   dapat digambarkan sebagai   beirikut : 
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 Gambar 5.3 Tahapan Pelaksanaani ADD Talaga 

Penarikan Pencatatan pada Anggaran yang sudah ditarik 

anggaran di buku pembantu dicatat pada buku pembantu kas 

Bank dengan Bank  tunai 
kepala desa    

   Pencatatan pada buku kas 

  pembantu pajak penerimaan dan 

   pengeluaran pajak 

Setelah pencatatan    
transaki di software 

Semua transaksi dari buku 
 

Pencatatan pada buku 
komputer, kepala 

 

pembantu kas dicatata ke 
 

pembantu panjar urusan keuangan  
    

menginput ke aplikasi 
buku kas umum 

 

Siskeudeus  
 
 

 

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Talaga 

 
Tahapan  keeiimpat  dalam  pengeilolaani       anggaran  Dana  Desai       Talaga 

 

adalah  tahap  pelaporani.  Seteilahi       meilaksanakan  kegiatan,       TPK  meimbuat 

 

laporan  kegiatan       yang  sudah  dilakukan  beseirtai       realisasi       anggaran,  lalu 

 

kepalai   urusan keuangani   akan melakukani   penatausahaani   atas seimua realisasi 

 

anggaran kegiatan yang sudah dilaksankaan. Kepalai urusan keuangani 

 

meimbuat laporan peri   satu bulan untuk disampaikan kepadai   keipala desai. 

 

Tim  pelaksanai kegiatan telahi seleisai melaksanakani kegiatan dan 

 

meimbuat laporan kegiatan, juga kepalai urusan keuangani seleisai 

 

melaksanakani tugas penatausahaannya,i maka kepalai desai dalam 

 

melaksanakani tugas, weweinang,i hak dan kewajibannya, keipala desai juga meimpunyai 

kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan itu terdiri 

 

dari laporan pelaksanaani      APB Desai      dan laporan realisasi      kegiatan      yang 

 

disampaikan kepadai Bupati/Walikota melalulii Camat. Dalam laporan 
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terseibuti    meimuat pendapatan,i    belanjai    dan peimbiyaan yang telahi    diteitapkan 

 

dengani   peraturani   desai. 

 

Selain     kepadai     peimeirintah kecamatan,i     kabupateni     dan pusat, laporan 

 

anggaran  Dana  Desai       juga  disampaikan kepadai       Badan  Pengawasi       Desai 

 

(BPD) yang mana dalam prosesi    pengeilolaani    anggaran Dana Desai    ini, BPD 

 

sebagai badan pengawasi desai yang ketuanyai dipilih olehi peimerintah 

 

langsung dan anggotanya merupakani masyarakat desai. Rincian laporan 

yang dibuat dan disampaikan yaitu : 

 
a. Laporan kepadai   Bupati/Walikota (melalui   camat) 

 

b. Laporan Seimesteirani   Realiasasi   Pelaksanaani   APB Desai 

 
c. Laporan  Pertanggungjawabani          Realisasi          Pelaksanaani          APB  Desai 

 

kepadai   Bupati/Walikota setiap   akhir tahun anggaran 

 

d. Laporan Realisasi   Peinggunaan Dana Desai 

 

e. Laporan kepadai   Badan Permusyawaratani   Desai   (BPD) 

 
f. Laporan Keteirangani    Pertanggungjawabani    Realisasi    Pelaksanaani    APB 

 

Desai   terdiri   dari Pendapatan,i   Beilanja, dan Pembiayaan 

 

Laporan Realiasasi Pelaksanaani APB Desai disampaikan kepadai 

 

Bupati/Walikota melalui   camat, terdiri   dari : 

 

a. Laporan Seimesteiri Pertama,i disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun berjalani 

 
b. Laporan  Seimesteiri       Akhir  Tahun,  disampaikan  paling  lambat  pada 

 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 

Laporan pertanggungjawabani     realisasi     pelaksanaani     APB Desai     setiap 

 

akhir tahun anggaran disampaikan kepadai     Bupati/Walikota melalui     camat 
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terdiri       dari  pendapatan,i       belanja,i       dan  peimbiayaan  yang  telahi       ditetapkani 

 

dengani      peraturani      desai. Seteilahi      peimerintah desai      dan BPD telahi      sepakati 

 

terhadapi      Laporan  Pertanggungjawabani      Realisasi      Peilaksanaan  APB  Desai 

 

dalam bentuki peraturani pesa,i maka Perdeisi ini disampaikan kepadai 

 

Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan 

 

penyeileinggaraani    peimerintahan    desai. Laporan pertanggungjawabani    realisasi 

 

pelaksanaani    APB Desai    sebagaimana    tercantumi    dalam pada pasal 70 ayat 2 

 

(Permeindagri,  2018)  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  seteiilah 

 

aakhir tahun anggaran berkeinaani. 

 

Laporan pertanggungjawabani realisasi pelaksanaani APB Desai 

 

merupakani    laporan yang disampaikan seicara periodik   kepadai   BPD terhadapi 

 

pelaksanaani     APB Desai     yang teilah disepakati     di awal tahun dalam bentuki 

 

peraturani   desai. 

 

Peraturani   desai   ini meimuat : 

 

a. Laporan keuangani    yang terdiri   atas laporan realisasi   pelaksanaani   APB 

 

Desai   tahun anggaran berkeinaani   dan catatan atas laporan keuangani 

 

b. Laporan realisasi   keigiatan 

 

c. Laporan  daftar  program  peimerintah       dan  peimerintah       daerahi       yang 

 

masuk kei   desai. 

 

Penjeilasani   diatas sesuai   dengani   penyataani   kepalai   desai   : 

 

“…Kita berkeiwajiban untuk melaporkani dan  
mempeirtanggungjawabkani      untuk  semuai      kegiatan      yang  sudah  desai 

laksanakan, laporan realisasi dan lainnya kita menyeirahkani     kepadai  
BPD, BPD menyeirahkani    kei    tingkat kecamatan,i    dan nanti keicamatan  
yang menyampaikan kepadai kabupaten,i lalu kei provinsi dan terakhir sampai kei 
pusat.” 

 

Bapa sekreitaris   desai   menambahkani   : 
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“Desai      melakukani      pengi-spjan itu di keicamatan, seteilahi      dari BPD,  
nanti baru kecamatani   lalu kabupateni   provinsi sampai pusat” 

 

Pemeirintah desai juga meimbuat laporan pertanggungjawabani untuk dapat 

dilihat masyarakat umum yang dibuat seitiap akhir tahun anggaran 

 
pada  papan  pengumumani.  Papan  pertanggungjawabani      ini  berisi      laporan 

 

realisasi       kegiatan       desai       selamai       satu  tahun  anggaran,  sebagaimana       yang 

 

disaampikan olehi   bapak kepalai   desai   : 

 

“...nah disamping kita membuati pertanggungjawabani untuk 

disampaikan kepadai     pemeirintah,     desai juga membuati     laporan pada  
papan pengumumani yang dapat dilihat dan dibaca olehi masyarakat 
umum.” 

 

Penjeilasani      diatas,  yang  diperkuat i      olehi      pernyataani      wawancara  dari 

 

kepalai desai meimberikan gambaran bahwa peimerintah desai telahi 

 

melaksanakani       tata  kelolai       atau  pengeilolaani       anggaran  Dana  Desai       sesuai 

 

dengani      regulasi      yang ada. Hal ini sebagai      wujud kesadarani      diri sebagai 

 

bagian  terkeicil       dari  negara,i       juga  sebagai       bagian  dari  masyarakat,  serta i 

 

sebagai    bentuki    transparansi dan akuntabilitas. Desi    juga meimiliki kesadarani 

 

bahwa amanah yang dieimbannya harus dijalankan dengani mengikuti regulasi yang ada. 

 
 

 

Informasi dan penjeilasani terseibuti menunjukkani bahwa sisteim 

 

pengeilolaani   dari pereincanaani   sampai deingan pertanggungjawabani   anggaran 

 

Dana Desai di desai Talaga ini teilah meneirapkani prinsip akuntabilitas 

dengani cukup baik. Khususnya dalam prosesi pengadministrasian keuangani 

 
anggaran  Dana  Desai.  Lalu  dari  sisi  akuntabilitas,  penge ilolaani      anggaran 

 

Dana Desai     ini sudah sesuai     dengani     konsepi     kejujurani     di mana peimerintah 

 

desai sebagai pelaksanai pengeilolaani anggaran Dana Desai telahi 
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meimpertanggungjawabkani apa yang telahi dikerjakani sebagaimana 

 

mestinya,     di mana akuntabilitas publik merupakani     susatu kewajiban     bagi 

 

ageni      (peimegangi      amanah) menyajikan,      melaporkani      sertai      mengungkapkani 

 

segalai macam aktivitas kepadai prinsipal (peimberi amanah), di mana 

 

prinsipal tentunyai meimiliki hak dan keweinangani untuk meiminta 

 

pertanggungjawabani     terseibuti     yang di dalamnya terkandungi     kejujurani     dan 

 

kebeinarani   (Haerani, 2017). 

 

Prosesi pelaporani dan pertanggungjawabani anggaran Dana Desai dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 5.4 Prosesi   pelaporani   dan pertanggungjawabani   ADD Talaga  
 
 
 
 

TPK membuat Kepala urusan Laporan perbulan dibuat lagi 

laporan kegiatan keuangan menjadi laporan realisasi per 

dan realisasi membuat semester dan tahunan 

anggaran laporan realisasi  
 anggaran per  

 satu bulan untuk  

 disampaikan ke  

 kepala desa  

  Laporan realisasi per semester 

  dan tahunan disampaikan oleh 

  kepala desa kepada BPD, 

  kemudian laporan disampaikan 

  kepada Bupati melalu Camat. 
 
 
 

 

5.2 Pembahasan 

 

1. Nilai Nukilan Sunda Anjuran dan Larangan dalam Perencanaan 

Anggaran Dana Desa Talaga 

 
Menuruti    Taufiqurokhman (2008), pereincanaani       merupakani    peimikiran 

 

hari  depan,i       pereincanaani       berarti       pengeiilolaan,  peimbuat  keputusan,i       suatu 
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proseduri   yang formal untuk meimperoleihi   hasil nyata, dalam be irbagai bentuki 

 

keputusani menuruti sisteim yang terintegrasi. Pereincanaani adalah langkah awal dan 

penting dalam seitiap prosesi kegiatan apapun, begitupun dengani 

 
pengeilolaani     anggaran Dana Desai. Pereincanaani     keuangani     deisa merupakani 

 

pereincanaani      peneirimaan      dan pengeiluarani      peimerintahan      deisa pada tahun 

 

anggaran berkeinaani yang dianggarkan dalam APB Desai (Permeindagri, 2018). 

 
 

 

Perangkati    desai    Talaga dalam melakukani    tahapan prosesi    pereiincanaan 

 

anggaran Dana Desai tidak terleipasi dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di 

Desai Talaga. Budaya Sunda meimpunyai nilai-nilai kearifan lokal dalam 

 

kehidupan bermasyarakatnyai yaitu tradisi lisan. Salah satu dari bentuki tradisi lisan 

ini adalah Nukilan atau ungkapan tradisional Sunda. 

 
Ungkapan tradisional ini me imiliki esteiitika karenai    mengandungi    unsur 

 

irama dan kekuatani     bunyi kata. Suryani, (2011) menyatakani     secarai     umum 

 

ungkapan tradisional Sunda ini mengandungi pesan i nasihat, terseilubungi 

makna dan nila-nilai moral yang tinggi sertai menceirminkan kearifan lokal 

 
dari masyarakat yang me imegangi     teguhi     pandangan hidup yang terkandungi 

 

di dalamnya. Nukilan yang ada di desai      Talaga, juga maknanya seseisuai 

 

dalam prosesi   pereincanaani   yaitu : 

 

a. Kudu Silih Asih, Silih Asah jeung Silih Asuh 

 

Kudu silih asih, silih asah jeungi     silih asuh dalam bahasa Indonesia 

 

artinya harus saling kasih, saling melatih   satu sama lain, dan saling merawati 

 

satu sama lain. Nukilan ini menjadi      salah satu nukilan berkarakteiri      kuat 

 

dalam masyarakat eitnis Sunda (Said et al., 2012). Begitupun     dengani     desai 
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Talaga, peituah atau nasihat ini yang masih meleikati     pada masyarakat dan 
 

perangkati desai juga sebagai nilai filosofis dalam menjalankani hidup 

 

bermasyarakati. Sepeiirti yang dikatakan olehi   bapak kepalai   desai   bahwa : 

 

“…Kita orang Sunda harus saling mengasihi,    menghargai,    mengajari 

dan saling menjagai dalam kehidupan pribadi maupun dalam  
kehidupan bermasyarakati. Pepatahi ini sudah lama ada neng,i disampaikan 
sama orang tua kita dulu teirtanam di orang Sunda jadi karakteri 
orang Sunda” 

 

Pernyataani    bapa kepalai    desai     diatas, dipeirkuat olehi     pernyataani    tokoh 

 

masyarakat yaitu : 

 

“…Di kahidupan masarakat, abdi, sareiung masarakat alhamdulillah  
hidup rukun, damai, saling ngajaga, sareungi    saur kolot baheulai    mah 

kudu silih asih, silih asah jeungi   silih asuh nya…” 

 

Tokoh masyarakat diatas menyatakani bahwa dalam kehidupan 

 

bermasyarakat,i khususnya tokoh masyarakat dan warga lainnya hidup 

 

dengani   rukun, damai saling menjaga,i   dan kata neneiki    moyang dulu itu harus 

 

saling kasih, saling melatih    dan saling merawati    satu sama lain. Pernyataani 

 

bapak kepalai desai dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa, 

 

masyarakat Sunda yang ada di desa i     Talaga masih berpe igangi     teguhi     pada 

 

nilai  nukilan  anjuran  yang  meimpunyai  makna  saling  mengasihi,       saling 

 

mengajari dan saling menjagai dalam kehidupan bermasyarakati. Saling 

 

mengasihi ini merupakani tahap awal dalam menciptakan kehidupan 

 

bermasyarakati   juga dalam prosesi   pereincanaani   pengeiilolaan anggaran, karenai 

 

ketika     perangkati     desai     dan masyarakat sadar akan saling mengasihi     dalam 

 

bermasyarakat,i   pereiincanaan ini akan didasarkan pada kebutuhan i   masyarakat 

 

bukan berdasarkani   kebutuhani   sekeilompoki   orang. 
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Karakteri    saling mengasihi    ini merupakani    slaah satu bentuki    hubungan 

 

yang baik antar sesamai    manusia. Sudah sepatutnyai    sebagai    manusia hidup 

 

rukun dan damai tanpa perseilisihan. Masyarakat yang meimpunyai hubungan 

 

dengani sesamai manusia yang baik sepeiirti meimiliki sikap mengasihi dan sikap 

kepeidulian yang tinggi dapat meimajukan dan meimbangun desai (Ega et al., 2020). 

 
Selain    saling menyangi    atau mengasihi,    masyarakat Sunda dianjurkan 

 

untuk saling melatih atau mengajarkani satu sama lain atau dalam 

 

masyarakat Sunda se iring disebuti   dengani   silih asah. Dalam bahasa Indonesia 

 

silih asah merupakani kata yang meimpunyai arti menunjukkani suatu 

 

kegiatan meimperuncing alat, meimpertajami atau menghaluskani sesuatui 

 

(Fauzi,  2017).  Secarai      terminologi,      silih  asah  adalah  saling  meimberikan 

 

pengeitahuan,i   berbagi   informasi dan berbagi   ilmu. 

 

Saling melatih ini dapat diimpleimentasikan pada program desai yaitu pada 

peimbangunan non fisik. Peimbangunan non fisik ini salah satu 

 
contohnya desai     mengadakani     program peimbinaan kepadai     masyarakat, baik 

 

masyarakat  umum  maupun  ke ilompok  atau  leimbaga  yang  dibentuki      olehi 

 

desai. Sepeirti     kegiatan     peimbinaan usaha mikro masyakat deisa, peimbinaan 

 

pada  karang  taruna,  pe imbinaan  keilompok  Peimberdayaani       Keseijahteiraani 

 

Keluargai (PKK) dan sebagainya. Penjeilasani    ini sesuai    dengani    pernyataani 

 

bapak sekreitaris   desai   : 

 

“…Selain    pembangunani    fisik, desai     juga membuati    program non fisik 

yaitu program pembeirdayaani kepadai masyarakat umum maupun  
kelompoki yang diinisiasi olehi desai sepeirti kegiatan pelatihan, pembinaan dan lainnya, itu 

salah satu wujud kita kudu silih asah kalau kata orang Sunda…” 
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Sikap saling asah ini juga terceirmin pada pernyataani tokoh masyarakat 

desai Talaga yaitu : 

 
“...Abah anu dipasihan ku Alloh kalancaran dina mitutur, dipasihan  
saalit elmui    insyaAllah sok didugikeuni    deui    ka masarakat, janteni    elmui  
Abah tehi manpaat nya, sarengi tah desai ogei sok ngayakeuni 

pangaosan sasihan sareungi   Abah.” 

 

Tokoh masyarakat diatas menje ilaskani     bahwa ilmu yang sudah Allah 

 

berikan      kepadanyai      harus disampaikan juga kepada i      orang lain agar ilmu 

 

yang  dimiliki  bermanfaat,i       juga  kepalai       desai       meimpunyai  kegiatan       rutin 

 

pengajian dengani tokoh masyarakat. Peinjelasani dan pernyataani sekreitaris desai dan 

tokoh masyarakat desai Talaga dapat disimpulkan bahwa perangkati 

 
desai    dan tokoh masyarakat sama-sama meimpunyai sikap atau karakter i    silih 

 

asah. Sikap ini terceiirmin dalam peilaksanaan program desa i     non fisik yaitu 

 

peimberdayaan,i dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat selalui 

 

berbagi    ilmu dan peingetahuannyai    kepadai    masyarakat. Silih asah juga dapat 

 

dijadikan suatu peindekatani dalam komunikasi baik yang dilakukan 

 

peimerintah      terhadapi      masyarakat dan akan menciptakan      peimerintah      yang 

 

kondusif juga visi pemeirintah   dapat terwujudi   (Fauzi, 2017). 

 

Seorangi     peimimpin harus meimiliki sikap saling mengayomi. Dalam 

 

suku Sunda saling mengayomi    ini terdapati    pada nukilan anjuran yaitu kudu 

 

silih asuh. Makna dari silih asuh ini merupakani     sikap saling mengayomi 

 

antar sesama,i    saling menjagai   kehormatani    dan saling menjagai    harga diri dan 

 

martabat. Letaki     silih asuh ini dapat menjadi     pengingat     akan norma-norma 

 

atau nilai-nilai agar tidak hilang dan terusi     terjagai     dan diteruskani     terhadapi 

 

geneirasi   berikutnya   (Erwindani, 2023). 
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Pemeirintah desai dalam tugas dan tanggungjawabnya juga harus meimiliki 

sikap meingayomi masyarakat. Sikap mengayomi ini dapat 

 
meimberikan kepeircayaani dan simpati terhadapi masyarakat akan 

 

mewujudkani dan mendukungi peimerintah desai dalam melaksanakani 

 

program anggaran Dana Desai. Pemeirintah     harus menjadi    pengayomi    untuk 

 

menyatukani       seluruhi       komponeni       negarai       dalam  melaksanakani       kerjai-kerjai 

 

peimerintahan, deimi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahteirai (Fauzi, 2017). 

 
 

 

b. Ulah Nyolok Mata Buncelik 

 

Ulah nyolok mata buncelik      dalam bahasa Indonesia      artinya jangan 

 

mencoloki      mata  yang melototi. Nukilan  larangan  ini  meimpunyai  

makna 

 

jangan berbuati seisuatu di hadapan orang lain, dengani maksud 

 

meimpermalukani    orang lain. Sesuai    dengani    sosial solidaritas, bahwa dalam 

 

berkeihidupan      bermasyarakati      kita  tidak  bolehi      meimentingkan      diri  sendiri 

 

tetapi    harus mendahulukani kepeintingan    masyarakat dan keputusani    pribadi 

 

yang tidak menguntungkan,i sesuai deingan sikap yang dikendaki olehi masyarakat 

Sunda yang tidak bolehi meimentingkan diri sendiri. Nukilan ini 

 

juga dapat diterapkani ketika dalam proseis pereincanaani anggaran Dana Desai 

yaitu pada kegiatan musyawarah deisa, kita tidak bolehi meimutus peimbicaraan 

orang lain, mengkritik dalam maksud meimpeirmalukan atau 

 
mereindahkani     orang lain, dan juga tidak bolehi     meimentingkan     keuntungani 

 

pribadi dalam kegiatan musyarawah. Sesuai dengan penjelasan bapak sekretaris 

desa bahwa : 

 
“...di dalam proses musyawarah juga ada tata tertib, adab ya, ketika 
kita sedang berdiskusi tidak boleh memotong penjelasan dari orang 
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lain, jangan mengkritisi dengan maksud merendahkan atau 
mempermalukan juga...” 

 

Pernyataan ditas menunjukan bahwa dalam proses musyawarah desa 

perangkat desa mempunyai sikap menghargai orang lain. Nukilan larangan 

 
ini meilarang kepadai masyarakat maupun untuk peimimpin agar tidak 

 

meimentingkan diri sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakati kepalai desai sebagai peimimpin bukan 

hanya dalam lingkup organisasi deisa saja, tetapi 

 
secarai tidak langsung juga menjadi peimimpin dalam seibuah tatanan 

 

masyarakat desai. Sebagai      seorangi      peimimpin, setidaknya      harus meimiliki 

 

karakteri   meimentingkan   kepeintingan   masyarakat atau orang banyak daripada 

 

kepeintingan       pribadinya,  karenai       karakteir  ini  dapat  menceigahi       timbulnya 

 

kecurangani     dalam prosesi     pengeilolaani     anggaran Dana Desai. Sepeirti     yang 

 

dikatakan olehi   kepalai   desai   bahwa : 

 

“…sebagai   seorangi   manusia sejatinya   adalah pemimpin,   nah seorangi  
pemimpin jangan punya tindakan atau karakteri memeintingkan kepeintingan pribadi, tapi 

harus memeintingkan kepeintingan masyarakat dulu, orang banyak...” 
 

 

Dari  wawancara  diatas  dapat  dipahami  bahwa  seorang i       peimimpin 

 

harus meimiliki sifat atau karakteri     meimentingkan     kepeintingan     masyarakat 

 

atau  orang  banyak.  Peneirapani      nilai  nukilan  ini  diimpleimeintasikan  pada 

 

pereincanaani anggaran Dana Desai. Contohnya, desai dan masyarakat 

 

meimbuat program-program desai      berdasarkani      kebutuhani      masyarakat juga 

 

berdasarkani skala prioritas yang sudah disepakati bersama,i tidak 

 

berdasarkani    kepeintingan    pribadi atau seikelompoki    orang saja. Penjeilasani    ini 

 

sesuai   dengani   pernyataani   bapak kepalai   desai   yaitu : 

 

“...sesuai dengani penjeilasani tadi, kami selakui perangkati desai melibatkan BPD, 
tokoh masyarakat, juga perwakilan warga dalam 
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penyusunani dan pelaksanaani anggaran Dana Desai berdasarkani  
kebutuhani    masyarakat dengani    teitap pada skala prioritas, mana yang 

lebih   harus didahulukan dengani   keseipakatani   bersamai.” 

 

Pernyataani     bapak kepalai     desai     diatas diperkuati     olehi     bapak sekreitaris 

 

desai   yaitu : 

 

“Setiap     program-program yang ada di desai     baik pembangunani     fisik  
maupun non fisik beirdasarkan keputusani     bersamai     juga berdasarkani  
kebutuhani masyarakat dengani skala prioritas ya tetap,i jadi anggaran 
Dana Desai yang diberikan pemeirintah pusat digunakan sebagaimana  
mestinya   untuk pembangunani   desa”i 

 

Hasil wawancara diatas dapat menyimpulkan bahwa prosesi 

 

pereincanaani    anggaran Dana Desai    di desai    Talaga sudah berdasarkani    prinsip 

 

keseipakatani    bersamai. Pereincaani    anggaran Dana Desai    ini melibatkan    tokoh 

 

masyarakat, perwakilani     setiap     dusun, juga Badan Pengawasi     Desai     sebagai 

 

pengawasi      dalam  prosesi      pengeilolaani      anggaran  Dana  Desai.  Desai      Talaga 

 

dalam meilakukan prosesi      pereincanaani      anggaran Dana Desai      sudah sesuai 

 

dengani   Pasal 33 ayat 1 Peraturani   Menteiri   Dalam Negeiri   Republik   Indonesia 

 

(2018) yaitu pereiincanaan dan rancangan APB Desai berdasarkani 

 

keseipakatani   bersamai. 

 

2. Implementasi Nilai Nukilan Sunda Anjuran dan Larangan dalam 

 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Dana Desa Talaga 

 

Tahapan seilanjutnya dalam pengeilolaani     anggaran Dana Desai     adalah 

 

tahap pelaksanaani. Menuruti Kamus Besari Bahasa Indonesia (KBBI), 

 

pelaksanaani      merupakani     proses,i     cara, atau perbuatani     untuk melaksanakani 

 

keputusani       dari  rancangan yang  sudah  

dibuat.  Pelaksanaani pengeilolaani 

 

keuangani   atau anggaran Dana Desai   merupakani   peneirimaan   dan pengeiluarani 
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desai    yang dilaksanakan melalui    rekeining    kas Desai    pada bank yang ditunjuk 
 

Bupati/ Wali Kota (Permeindagri, 2018). 

 

Tahap pelaksanaani    anggaran Dana Desai    ini merupakani    tahapan yang 

 

dapat meneintukani    bagaimana program desai    yang sudah direncanakani    dapat 

 

dilaksanakan dengani baik. Pemeirintah juga merumuskani bahwa 

 

pelaksanaani     ini tidak hanya prosesi     peilaksanaan program yang ada, tetapi 

 

juga mengeinai      prosesi      pelaksanaani      realisasi      peneirimaan      dan pengeiluarani 

 

anggaran Dana Desai untuk kebutuhani dan kegiatan desai. Tahap 

 

pelaksanaani      anggaran ialah dilaksanakannya anggaran ole ih semuai      pihak 

 

unit kerjai   yang ada di dalam perusahaani   atau instansi (M. Nafarin, 2007). 

 

Penatausahaani merupakani prosesi meincatat atau menatausahakani 

 

semuai     transaksi baik peneirimaan     maupun pengeiluarani     anggaran kas pada 

 

formulir  atau  buku  yang  sudah  ditentukan i.  Tahapan  penatausahaani       ini 

 

merupakani     hal yang penting     dalam sebuahi     pengeilolaani     anggaran, karenai 

 

dapat berpeirani      sebagai      cerminan      kegiatan      keuangani      desai. Penatausahaani 

 

keuangani      desai      dilakukan oleh i      kepalai      urusan keuangan i      deingan mencatati 

 

setiap peneirimaan dan pengeiluarani dalam buku kas umum dan buku 

 

peimbantu kas umum (Permeindagri, 2018). 

 

Prosesi pelaksanaani dan penatausahaani anggaran Dana Desai di desai 

Talaga dilakukan kolaborasi antara masyarakat, tim peilaksana kegiatan dan 

 
juga perangkati    desai. Masyarakat dan tim pelaksanai    kegiatan    adalah sebagai 

 

pelaksanai     kegiatan     yang sudah desai     rencanakan,i     dan perangkati     desai     yaitu 

 

kepalai       urusan  keuangani       sebagai       peilaksana  fungsi  kebeindaharaani       desai. 
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Kolaborasi pada prosesi    terseibuti    tidak terleipasi    juga dari nilai-nilai kearifan 

 

lokal nukilan yang ada di desai   Talaga, yaitu : 

 

a. Ngeduk Cikur Kedah Mitutur, Nyokel Jahe Kedah Micarek 

 
Ngeduki    cikur kedahi    mitutur, nyokeil jahei   kedahi    micareki    dalam bahasa 

 

Indonesia meimpunyai arti menggali kencuri harus berbicara, menggigit jahei harus berbicara dalam 

peimbicaraan. Nukilan anjuran ini meimpunyai makna 

 

setiap orang diharapkan agar selalui berbuati jujur dan tidak mengambil hak orang lain. 

Makna nukilan anjuran ini dapat menjadi dasar, juga pedomani 

 
dalam bertindak     dan bersikap     dalam keihidupan bermasyarakati. Perbuatani 

 

jujur akan meimberikan dampak yang sangat baik, dimana masyarakat akan 

meimpunyai kehidupan yang aman dan damai, tidak saling berkhianat. Kemudian, anjuran tidak 

mengambil hak orang lain juga dapat menceigahi 

 

seseiorangi berlakui curang terhadapi apa yang mereikai kerjakani dan kepadai 

apa yang dimiliki oleih orang lain. 

 

Nilai kejujurani   ini merupakani   nilai dasar kebaikan   yang harus dimiliki 

 

olehi      setiap       individu,  juga  harus  diimpleimentasikan      dalam  semuai      aspeki 

 

kehidupan, baik dalam hidup bermasyarakati maupun dalam prosesi 

 

pelaksanaani dan penatausahaani anggaran Dana Desai. Haerani (2017) 

 

menyatakani bahwa nilai kejujurani merupakani tahap awal dalam 

 

akuntabilitas. Nilai nukilan yang meimpunyai makna kejujurani    ini terceirmin 

 

dalam prosesi hidup bermasyarakati desai Talaga, juga pada tahapan 

 

pelaksanaani dan peinatausahaan anggaran Dana Desai. Sepeirti pernyataani tokoh 

masyarakat deisa Talaga yaitu : 

 
“…kudu jadi jalmi jujur, sanaos jujur tehi sesahnya,i tapi kudu 
diusahakan, dibiasakeuni. Jujur dina sahari-hari, dina usaha ogei 
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kedahi    jujur, jalmi anu jujur mah pasti salamet,i    parentahi    jujur tehi    tos  

aya ti jaman nabi adam diciptakeunnya,i nerasi ka rosul urang, nerasi ka 
aki nini urang, utamana mah urang Sunda, kudu jujur, bageur, i 

beneiri…” 
 

Pernyataani diatas menjeilaskani bahwa sebagai manusia harus 

 

meimpunyai sifat dan sikap jujur dalam kehidupan     sehari-hari, jujur dalam 

 

bekeirja,i berdagangi dan lainnya. Setiap manusia yang berprilaku jujur 

 

dipastikan akan meimpunyai kehidupan    yang baik dan selamati. Anjuran atau 

 

perintah     jujur ini sudah ada sejaki     manusia diciptakan, sebagai     dasar nilai 

 

kebaikan      dalam hidup bermasyarakati. Apalagi dalam masyarakat Sunda, 

 

anjuran  nilai  kejujurani       ini  sudah  ada  sejaki       neneiki       moyang  dan  sangat 

 

melakati       pada  masyarakat  Sunda.  Baharudin  (2020),  menyatakan i       bahwa 

 

masyarakat Sunda meimpunyai nilai moral dan karakteri religius juga 

 

kejujurani yang terdapati pada naskah Sewakai Darma yang merupakani 

 

nasihat dan peituah. 

 

Nilai kejujurani     ini tidak hanya harus dimiliki oleh i     masyarakat saja, 

 

tetapi       seorangi       peimimpin  juga  penting       harus  meimiliki  nilai  kejujurani 

 

dalam kepeiimimpinannya. Dikatakan bahwa salah satu karakter i    peimimpin 

 

ideali   harus meimiliki karakteri   jujur (Taufiq et al., 2020). Begitupun   dengani  

 

kepalai desai Talaga, sebagai seorangi peimimpin, kepalai desai Talaga 

 

berupayai      untuk  dapat melaksanakani      amanah  dan  tanggung  jawabnya 

 

dengani   jujur. Sesuai   dengani   pernyataani   bapak kepalai   desai   Talaga yaitu : 

 

“...jujur poin pertamai    yang harus kita miliki. diterapkan,i    diamalkan,  
jujur dalam hal apapun, jujur dalam hidup bersosial, i dalam bekeirja,i 
apalagi kami disini mempunyai amanah, tanggung jawab yang besari  
di desai untuk mengeilolai anggaran yang diberikan pemeirintah untuk warga 
desai..” 
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Pernyataani      bapak  kepalai      desai      diatas  menceirminkan      bahwa  kepalai 

 

desai sangat menghargai dan menjunjungi tinggi nilai kejujurani dalam 

 

kehidupan       bermasyarakati       juga  dalam  prosesi       pegeilolaani       anggaran  Dana 

 

Desa,i     khususnya dalam tahapan peilaksanaan dan penatausahaani     anggaran. 

 

Nilai kejujurani     ini dapat menceigahi     tim pelaksanai     kegiatan     juga perangkati 

 

desai    dalam melaksanakani    kegiatan    desai    dari keicurangan yang dapat terjadi. 

 

Bapak sekreitaris   desai   menambahkani   bahwa : 

 

“Kejujurani      itu sebagai      dasar, bisa juga sebagai      penceigahani      dari 

perbuatani-perbuatani   kecurangan,i   di kehidupan   sehari-hari kita harus  
jujur mau dari ucapan, perbuatan,i    apalagi kita dalam melaksanakan i 

semuai   program-program, khususnya saya dan tim pelaksanai   kegiatan 

berupayai untuk menjalankani semuai kegiatan dengani jujur dan  
terbukai   dengani   masyarakat” 

 

Penjeilasani      diatas dapat dipahami bahwa dalam proses i      pelaksanaani 

 

kegiatan    desa,i    perangkati    desai    berusahai    menjalankani    kegiatan    dengani    jujur 

 

dan terbukai kepadai masyarakat. Keteirbukaani dan kejujurani pada 

 

pelaksanaani    kegiatan   ini juga terceirmin    dari desai    meimbentuki   tim pelaksanai 

 

kegiatan      yang terdiri      dari perwakilan      masyarakat yang biasanya diwakili 

 

olehi   kepalai   dusun disetiap   wilayah dusunnya masing-masing. Penjeilasani   ini 

 

diperkuati   olehi   pernyataani   salah satu warga desai   Talaga yaitu : 

 

“...salah sahiji buktos kanggo nagalaksanakeuni      program desai      anu  
terbukai    tehi    mereinannyai    neng,i    satiap kagiatan teh i    desai    ngalibatkeuni  

warga, badei ti tokoh agama, ketuai RT, sareungi panitiana ogei aya anu 
ti masarakat, contona kamari aya kagiatan ngaleureiskeiuni jalan,  
muhun anggaran namah ti desa,i mung masarakat ogei ngiring 
ngabantosan ku tanaga...” 

 

Salah satu warga desai terseibuti menjeilaskani bahwa dalam 

 

melaksanakani kegiatan atau program desai masyarakat terlibat dalam 

 

pelaksanaani    kegiatannya. Masyarakat yang terlibat    yaitu dari tokoh agama, 
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ketuai       RT,  dan  kepanitiaan       dalam  satu  kegiatan       melibatkan       masyarakat 
 

biasa. Meskipun masyarakat tidak meimbantu dalam pendanaan,i teitapi 

 

masyarakat berpartisipasi dan meimbantu dengani tenagai. Keteirlibatan 

 

masyarakat  ini  dalam  proses i       pelaksanaani      kegiatan      desai      sangat  penting, 

 

karenai salah satu asas pengeilolaani keuangani desai berdasarkani asas 

 

partisipatif (Permeindagri, 2018). 

 

Selain      dalam prosesi      pelaksanaani      kegiatan,      nilai kejujurani      ini juga 

 

sangat penting dibutuhkan dalam proseis penatausahaani anggaran Dana Desai. 

Alfaruqi & Kristianti (2019) menyimpulkan bahwa salah satu potensi 

 
kecurangani     dalam pengeilolaani     keuangani     desai     adalah tindakan indisiplineri 

 

pada prosesi penatausahaani anggaran. Tindakan indisiplineri ini dapat 

 

dihilangkan dan bahkan tidak akan terjadi   jika ada nilai kejujurani   dalam diri 

 

sesorangi   yang meimpunyai tugas dan tanggung jawabnya. 

 

b. Cikaracak Ninggang Batu, Laun-Laun Jadi Legok 
 

Cikaracak  ninggang  batu,  laun-laun  jadi  legoki          dalam  bahasa 

 

Indonesia meimpunyai  arti  yaitu  teitesani air yang   terusi-meneirusi yang 

mengeinai sebuahi batu maka lama-kelamaani akan teimbus olehi     teteisani air 

terseibuti. Nukilan ini merupakani nukilan anjuran yang meimpunyai makna 

 

bahwa ketika kita meilakukan hal kecil yang dianggap tidak akan 

 

berdampak,i   tetapi   deingan keteikunani   hal kecil    yang sering   kita lakukan pasti 

 

akan berdampaki. Singkatnya, nukilan anjuran ini meimbeirikan nasihat 

 

bahwa dalam melaksanakani   pekeirjaani   atau hal apapun harus te ikun atau uleit. 

 

Nukilan anjuran diatas maknanya sesuai    dengani    prosesi    penatausahaani 

 

anggaran Dana Deisa, karenai ketika melakukani penatausahaani dituntut 
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untuk tekuni   juga teliti. Anjuran ini berlakui   untuk setiap   manusia, begitupula 

 

kepadai seorangi kepalai urusan keuangani yang meimpunyai tugas dan 

 

tanggungjawab yang sangat penting. Keitekunani    ini dapat meimbantu untuk 

 

menghasilkan      laporan  anggaran  Dana  Desai      yang  baik  dan  tepati      waktu. 

 

Sebagaimana   yang dikatakan bapak kepalai   urusan keuangani   : 

 

“...harus rajin, harus tekun,i     apalagi dalam pencatatani     peinerimaan  
dan pengeiluarani      atau realisasi      anggaran, penatausahaannya,i      dari 

mulai tadi bku, pembantui     bank dan lainnya kita harus teliti     karenai  
selisih satu rupiah saja kan jadi repoti ya, meskipuni ada aplikasi juga tapi 
teitepi harus teliti input laporannya...” 

 

Berdasarkani     penjeilasani      bapak kepalai     urusan keuangani     diatas dapat 

 

dipahami bahwa dalam menjalankani      tugas dan tanggungjawabnya untuk 

 

menatausahakani    realisasi    anggaran Dana Desai    terdapati    nilai keteikunani    dan 

 

keteilitian.  Karenai      dengani      keteilitian      dan  keteikunani      dapat  meiminimalisir 

 

kesalahani pada peinatausahaan anggaran. Menuruti Supriatna (2019), 

 

keteilitian   dapat meiminimalisir terjadinya   kesalahani   di keimudian hari. 
 

 

3. Implementasi Nilai Nukilan Sunda Kudu Nyanghulu ka Hukum, 

Nunjang ka Nagara, Mupakat ka Balarea dalam Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Talaga 

 
Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka  balareai 

 

dalam bahasa Indonesia      meimpunyai arti harus mengarah i      keipada hukum, 

 

mengarahi      kei      kakinegara,i      bermupakati      kepadai      orang banyak.  Nukilan ini 

 

meimpunyai makna anjuran yaitu harus menjungjungi    tinggi hukum, berpijak 

 

kepadai      keteintuani      negara,i      dan  bermufakati      kepadai      keheindaki      masyarakat. 

 

Makna  nukilan  ini  menjadi      dapat  menjadi      pedomani      untuk  setiap      warga 
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negarai     agar dapat berpeigangi     dan berpijak     pada aturan negara,i      meimatuhi 

 

hukum, dan juga berseipakati   kepadai   harapan atau keiinginan masyarakat. 

 

Anjuran ini dapat menjadi    pedomani    kepalai    desai    juga perangkati    desai 

 

dalam tahap pelaporani dan pertanggungjawabani anggaran Dana Desai. 

 

Karenai poin pertamai dari anjuran ini yaitu diharapkan untuk meimatuhi 

hukum dan seimua aturan yang sudah dibuat olehi peimerintah. Pada prosesi 

 
pelaporani dan pertanggungjawabani anggaran Dana Desai akan sesuai 

 

dengani     pedomani     dan peraturani     perundangani-undangan yang berlakui     jika 

 

kepalai    desai    dan perangkati    desai    meimpunyai pedomani    pada anjuran nukilan 

 

ini. Kepalai desai Talaga meimpunyai prinsip sesuai dengani anjuran kudu 

nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea,i sesuai 

 
dengani   pernyataani   bapak kepalai   desai   yaitu : 

 

“…apapun  juga harus  sesuai       aturan  yaa,  apalagi  dalam prosesi  
pengeiloaani    anggaran khusunya peilaporan dan pertanggungjawaban,i  
desai   sudah sesuai   dengani   aturang yang berlaku,i   saya dan rekani   yang  
lain  dalam  pengeiiloaan  anggaran  selalui      berdasarkani      arahan  dari  

diatas tanpa menghilangkan kebutuhani dan kepeintingan masyarakat.” 
 

 

Pernyataani    bapak keipala desai    diatas menunjukani    bahwa dalam prosesi 

 

pengeilolaani    anggaran Dana Desai    sudah sesuai    aturan yang berlakui. Hal ini 

 

juga dibuktikan dari laporan yang dibuat, lalu penyampaian     pelaporani    dan 

 

pertanggungjawabani      sesuai      dengani      Permeindagri      Nomor  20  Tahun  2018 

 

bahwa kepalai     desai     harus menyampaikan     laporan pertanggungjawabani     dari 

 

laporan seimesteiri dan laporan tahunan kepadai Bupati/Wali Kota melalui Camat. 



 

BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkani    hasil peinelitian    yang telahi    dilakukan, dapat disimpulkan 

 

bahwa  perani       nukilan  anjuran  dan  larangan  Sunda  dalam pengeilolaani 

 

anggaran Dana Desai di Desai Talaga Kecamatani Caringin Kabupateni 

 

Sukabumi dapat disimpulkan sebagai   berikut: 

 

1. Pengeilolaani      anggaran Dana Desai      di deisa Talaga meimpunyai 5 

 
tahapan,  yaitu  tahap  pereincanaan,i       pelaksanaan,i       penatausahaan,i 

 

pelaporani   dan pertanggungjawabani   anggaran Dana Desai. Tahapan 

 

ini  sudah  sesuai       deingan  Permeindagri       Nomor  20  Tahun  2018 

 
tentangi        Pengeilolaani        Keuangani        Desai.  Pengeilolaani        pada  tahap 

 
pereincanaani           telahi           meneirapkani           prinsip  partisipasi.  Hal  ini 

 

dibuktikan dengani     keikutsertaani     masyarakat dalam Musyawarah 

 

dusun  (MusDus)  juga  dengani       keikutseirtaan  masyarakat  dalam 

 

pelaksanaani       kegiatan       yang  dilaksanakan  olehi       desai.  Selain       itu 

 

dalam prosesi musyawarah, peimerintah desai terbukai untuk meneirima usulan 

masyarakat untuk peimbangunan di desai dan juga terlibat langsungnya 

masyarakat dalam peilaksanaan peimbangunan 

 
desai.   Pada   tahap   pelaksanaani            dan   penatausahaani            prosesi 

 
administrasinya  sudah  sesuai          dengani          pedomani          pengeiilolaan 

 

keuangani desa,i juga telahi meneirapkani asas partisipasi dan disiplin 

anggaran. Dan pada tahap terakhir yaitu peilaporan dan 

 
pertanggungjawaban,i              adanya   pertanggungjawaban i              langsung 
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kepadai       pihak-pihak  yang  berkeipeintinga       dan  adanya  peilaporan 

 

dalam bentuki     papan informasi realisasi     APBDesi. Laporan juga 

 

dibuat peri seimesteiir dan tahunan disampaikan kepadai Bupati 

 

melalui    Camat. Selain    itu pada prosesi    pengeilolaani    anggaran Dana 

 

Desai     secarai     umum tidak diteimukan adanya keimungkinan teirjadi 

 

kecurangani karenai adanya nilai-nilai budaya nukilan menjadi kearifan lokal 

yang kuat yang dijiwai olehi warga desai dan 

 
perangkati   desai   Talaga. 

 

2. Nukilan anjuran kudu silih asih, silih asah jeungi     silih asuh dan 

 
larangan  ulah  nyolok  mata  buncelik      meimpunyai  perani      peinting 

 

dalam tahapan pereincanaani anggaran Dana Desai. Nukilan anjuran 

ini meimiliki makna saling mengasihi, mengajari, dan saling 

 
menjagai    satu sama lain. Nukilan larangan meimpunyai nilai tidak 

 
bolehi         melakukani         perbuatani         dengani         maksud  meimpermalukani 

 

orang  lain  atau  tidak  menghargai        orang  lain.  Nilai-nilai  ini 

 
meimperkuati      masyarakat dan perangkati      desai     dalam pereincanaani 

 

peimbangunan desai berdasarkani kepeintingan masyarakat, bukan untuk 

kepeintingan pribadi juga dalam musyawarah desai untuk untuk menghargai orang 

lain. 

 
3. Nilai nukilan anjuran ngeduki      cikur kedahi      mitutur, nyokeli      jahei 

 

kedahi micareki dan cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legoki 

menjadi dasar dalam prosesi peilaksanaan dan penatausahaani anggaran 

Dana Desai. Nukilan ini meimpunyai makna dalam setiap 

 
prosesi      kehidupan      harus berkatai      dan beirbuat jujur, juga anjuran 
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untuk melakukani    suatu hal dengani    uleit atau tekuni. Nilai kejujurani 

 

dan keteikunani     ini menjadi     dasar dan meimperkuati     pada tahapan 

 

pelaksanaani dan penatausahaani anggaran, sehingga akan 

 

menghasilkan pelaksanaani dan penatausahaani anggaran yang baik dan sesuai. 

 
 

 

4. Nilai nukilan anjuran kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka 

nagara, mupakat ka balareai diimpleimentasikan pada tahap 

 
pelaporani dan pertanggungjawabani anggaran Dana Desai. Nukilan 

ini meimpunyai makna anjuran untuk meimatuhi hukum dan 

 
berseipakati   untuk kepeintingan   masyarakat atau orang banyak. Nilai 

 
ini dipegangi    teguhi    olehi    kepalai    desai    talaga, dibuktikan dari prosesi 

 
pereincanaani          sampai  pertanggungjawabani          dalam  pengeilolaani 

 
anggaran  Dana  Desai       yang  sudah  sesuai       dengani       pedomani       dan 

 

peraturani     perundangan i-undangan yang berlakui     juga pengambilan 

 

keputusani   berdasarkani   kepeintingan   masyarakat. 

 

3.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 

Hal yang diajukan peneiliti   adalah berupai    saran-saran dan keteiirbatasan 

 

yang ada deimi untuk perbaikan     di masa yang akan datang. Peneilitian     ini 

 

adalah peneiilitian kualitatif dengani meinggunakan pendeikatani etnografi 

 

realis,      maka  terdapati      bebeirapai      keteirbatasani      di  dalamnya.  Pertamai      hasil 

 

peneilitian    ini hanya berfokusi    pada satu desai    dan waktu peneilitiannya    yang 

 

terbatasi. Kedua,i      walaupun peneiilitian ini menggunakani      triangulasi dalam 

 

penumpulani dan analisis data, akan tetapi tidak menutupi keimungkinan terjadinya bias 

karenai sifat subjektivismei peneiliti dan kurangnya data yang 



91 
 
 

 

diperoleihi. Hasil dari wawancara, gambar dan data dapat salah ditafsirkan. 
 

Meskipun    demikian,     hal terseibuti    seharusnyai    bukan menjadi    suatu masalah 

 

karenai pendeikatani apapun yang digunakan peneiliti tidak ada yang bebasi dari 

bias subjektivisme.i 

 
Olehi     karenai     itu, berdasarkani     keteirbatasani-keteirbatasani     di atas maka 

 

peneiliti    yang akan datang diharapkan dapat melibatkan    lebih    banyak objeki 

 

juga menggunakani     nilai nukilan yang lainnya. Untuk desai     Talaga sendiri 

 

diharapkan dapat meimpertahankani dan meningkatkan partisipasi 

 

masyarakat dalam meningkatkan peimbangunan desai. Menjagai kearifan nilai nukilan 

dalam budaya Sunda dalam setiap aktivitas baik dalam pengeilolaani anggaran 

Dana Desai ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 
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